


Paralegal  

Justice Award

UUD 1945

Pasal 27 (1) UUD 1945

“Segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya”

RPJMN 2020 - 2024

Menggalakkan negara berdasarkan 

hukum dan menjamin akses yang 

sama terhadap keadilan bagi semua.

SDG’s Goal 

Menciptakan kesadaran hukum 

masyarakat

Akses Keadilan Untuk Semua



Data Aplikasi SID Bankum 3 tahun terakhir
12.000 perkara litigasi dengan dominasi
perkara pidana sebesar 70% dan perdata
sebesar 30%. Dengan rata-rata perkara
ringan yang timbul dari perselisihan antar
warga di Masyarakat.

Setiap tahun di Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas) selalu mengalami Over Capacity.
Total penghuni di Lapas 228.204 Warga
Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan
Kapasitas 128.656

Gambaran kinerja penanganan perkara
Mahkamah Agung di Pengadilan Tingkat
Pertama (PN, PA, PM, PTUN) terdapat
beban perkara tahun 2022 sebanyak
3.559.665 perkara

Bagi peserta yang 
mendapatkan kedua kategori

penghargaan tersebut
diberikan Anugerah Paralegal 

Justice Award.

Penghargaan Non Litigation 

Peacemaker diberikan kepada

Kepala Desa/Lurah yang telah

melakukan penyelesaian

konflik di wilayahnya secara

damai

Anubhawa Sasana

Jagaddhita diberikan kepada

Desa/Kelurahan yang telah

mendorong pertumbuhan

investasi, pariwisata, dan 

lapangan kerja

Non Litigation Peacemaker 

Anubhawa Sasana Jagaddhita

Peran Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigation 

Peacemaker merupakan bagian dari peran sentral dan 

strategis Kepala Desa/Lurah untuk menciptakan 

stabilitas politik dan keamanan, serta ketertiban di 
lingkungan masyarakatnya

Mahkamah Agung menyambut baik pelatihan 

Paralegal Justice Academy ini sebagai bentuk nyata 

kepedulian dan perhatian kami agar setiap konflik 

yang timbul di masyarakat dapat diupayakan dan 

diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu 
tanpa memasuki ranah litigasi

“

”

”

“



KRITERIA PESERTA

1. Non Litigation Peacemaker
a. Kepala Desa/Lurah yang berperan dalam menyelesaikan sengketa di

wilayahnya.
b. Kepala Desa/Lurah yang memiliki integritas dalam menjalankan

perannya sebagai Kepala Desa/Lurah serta menciptakan kemudahan
akses keadilan di wilayahnya.

2. Anubhawa Sasana Jagaddhita
Desa/Kelurahan Binaan dan/atau Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang
mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, investasi, dan
pariwisata.

3. Paralegal Justice Award
a. Kepala Desa/Lurah yang memenuhi kriteria sebagai Non Litigation

Peacemaker;
b. Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai Anubhawa Sasana

Jagaddhita; dan
c. Lulus Paralegal Academy.



SK

Surat Keputusan sebagai Kepala 
Desa/Lurah yang masih berlaku 

KTP

Kartu Tanda Penduduk dipindai
dan diunggah pada link 
pendaftaran

DRH

Daftar Riwayat Hidup terbaru dengan 
detail riwayat pekerjaan, 
pengalaman, pendidikan (berkaitan 
penyelesaian konflik)
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Pas Foto 

Dimensi 4x6 dengan latar 
belakang merah menggunakan 
PDH putih lengkap dengan 
atributnya 

Surat Perintah

Surat Perintah mengikuti Paralegal 
Justice Award 2024 yang 
ditandatangani oleh pejabat yang 
berwenang

Sertifikat Paralegal

Apabila pernah mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 
Paralegal dan memperoleh 
pengakuan kompetensi oleh 
Kementerian Hukum dan HAM 

Syarat Administrasi

Kelengkapan portofolio

Bagi peserta yang sudah mengikuti PJA 2023, dapat 
dipertimbangkan untuk menjadi peserta PJA 2024 apabila: 
1. Telah mendaftar namun tidak lulus tahapan audisi
2. Telah mendapat ASJ, namun bukan NLP 





TAHAPAN SELEKSI PARALEGAL JUSTICE AWARD 2024

Pembekalan Pra-PJA

• Sosialisasi dan penjaringan
calon peserta

• Pembekalan materi
pelatihan paralegal

• Testimoni atau Success 
Story PJA 2023

1 3
Seleksi oleh 

Pantia Seleksi Daerah 
Provinsi

• Pemerintah Provinsi 
• Pengadilan Tinggi
• Kantor Wilayah 

Kemenkumham
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Seleksi oleh Panitia 
Seleksi Nasional

• Kemenkumham-
BPHN

• Mahkamah Agung
• Kementerian Dalam

Negeri
• Kementerian Desa

PDTT
• BPIP
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Seleksi oleh Panitia 
Seleksi Daerah 

(Kabupaten/Kota)

• Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota

• Pengadilan Negeri
• Kantor Wilayah 

Kemenkumham
• Dinas terkait 4

Pendaftaran

• Kepala Desa/Lurah melakukan
pendaftaran pada periode yang 
telah ditetapkan

1. Panselda Provinsi adalah panitia seleksi tingkat daerah provinsi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur yang difasilitasi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.

2. Panselda Kabupaten/Kota adalah panitia seleksi tingkat daerah kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota yang difasilitasi oleh Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.



Pembukaan

Lapangan Pekerjaan

Kelayakan

Investasi

Pariwisata

Ketersediaan sarana dan 

prasarana pendukung dalam

menciptakan dan menumbuhkan

lapangan kerja, investasi, dan 

pariwisata yang dimiliki

desa/kelurahan

Anubhawa Sasana JagaddhitaNon Litigation Peacemaker

• Setelah selesai tahapan seleksi daerah kabupaten/kota, Panitia Seleksi Daerah 

Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi kepada Panitia Seleksi Daerah Provinsi

• Pelaksanaan seleksi daerah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 

Pemerintah Provinsi

Dampak konflik 

yang diselesaikan 
01

Pihak yang 
berkonflik03

Kebijakan dan 
sarana prasana04

Pihak yang terlibat 02



Anubhawa Sasana JagaddhitaNon Litigation Peacemaker
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Seleksi Nasional
Non Litigation Peacemaker

Kelayakan: • Penilaian Panselda Kabupaten/Kota;

• Penilaian Panselda Provinsi;

• Presensi Paralegal Academy;

• Pre-Test Paralegal Academy;

• Post-Test Paralegal Academy. 

Kelayakan

• Kemampuan memahami kondisi wilayah dan 

kelompok-kelompok kepentingan dalam 

masyarakat;

• Kemampuan melakukan penguatan terhadap 

masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi 

manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh 

hukum;

• Kemampuan memahami hukum dasar; dan

• Kemampuan menyelesaikan sengketa di 

masyarakat.

Kepatutan



Seleksi Nasional
Anubhawa Sasana Jagaddhita

Kelayakan: Kepatutan

• Penilaian Panselda Kabupaten/Kota;

• Penilaian Panselda Provinsi. 

• Program pemberdayaan masyarakat 

yang dilakukan dalam menciptakan 

dan menumbuhkan lapangan kerja, 

investasi, dan pariwisata di 

desa/kelurahan;

Kelayakan Kepatutan



Seleksi Nasional
“Scoring dalam penentuan peserta Paralegal Academy” 

300 Peserta Dengan 
Nilai Terbaik

Dilakukan secara 
proporsional



PARALEGAL ACADEMY
Diberikan kepada Kepala Desa/Lurah yang telah lulus seleksi Panitia Seleksi dan 

diselenggarakan di Jakarta

Bahan Ajar 1 2

3 4

9 Materi
9 Materi disertai dengan
Pre-Test dan Post-Test

Waktu

3 Hari
Dilaksanakan selama 3 hari

dengan jumlah 18 Jam Pelajaran 
dilaksanakan di BPSDM 

Kemenkumham

Materi

Pengajar 

9 Orang Pengajar
Oleh tenaga ahli dari Mahkamah

Agung dan Kemenkumham
dengan masing-masing 120 

menit per materi

Pedoman

Pedoman Parlemy
Sebagai dasar pelaksanaan

Paralegal Academy.

• Pengantar negara hukum dan pancasila

• Pengantar singkat hukum pidana

• Pengantar singkat hukum perdata

• Pengantar singkat hukum administrasi 

negara

• Tehnik penyelesaian konflik dan sengketa 

hukum di masyarakat 

• Alternatif penyelesaian konflik/sengketa di 

luar pengadilan (non-litigasi)

• Metode dan teknik mediasi

• Paralegal dalam bantuan hukum dan 

advokasi

• Pola relasi penyuluh hukum dalam 

pembentukan desa sadar hukum









BPIP

No. Agenda
Waktu

Keterangan2023 2024

Juli
Agustus s.d.
Desember

Januari Februari Maret April Mei Juni

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 Persiapan pelaksanaan Grand design, sosialisasi, kemitraan

2
Pengumuman, pendaftaran peserta, Pembekalan
Pra PJA 

Pengumuman melalui website, sosial media, WA Grup
Alumni PJA

3
Koordinasi antar Lembaga/Kementerian pelaksana 
PJA

Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, 
Kemendesa, Kemendagri, BPIP

4 Seleksi Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Dilaksanakan Panselda

5 Seleksi Daerah Tingkat Provinsi Pelaksanaan Panitia Seleksi Daerah

6 Seleksi Pusat BPHN, Mahkamah Agung, Kemendagri, dan Kemendes PDTT

7 Pengumuman Hasil Seleksi Pengumuman melalui website dan jaringan PJA

8 Persiapan Paralegal Academy Survey Venue, Penunjukan EO, Rapat Persiapan

9 Paralegal Academy
Dilaksanakan di Jakarta, tanggal 28 Mei 2024 s.d. 31 Mei 

2024

10 Kunjungan ke Mahkamah Agung
Jumat, 31 Mei 2024

11 Eliminasi

12
Upacara Hari Lahir Pancasila bersama Presiden RI di 
Monumen Nasional 

Sabtu, 1 Juni 2024

13 Nominasi Non Litigation Peacemaker 

14
Pengukuhan dan Yudisium Paralegal Kepala
Desa/Lurah Indonesia 

15 Penyerahan Anugerahan Paralegal Justice Award

16 Selesai

AGENDA

PENGANUGERAHAN PARALEGAL JUSTICE AWARD KEPADA KEPALA DESA/LURAH SEBAGAI NON LITIGATION PEACEMAKER



Piala bagi Penerima Paralegal 
Justice Award

Jubah NLP PIN Non Litigation 
Peacemaker 

Award lainnya: 
1. SK Menkumham bagi Awardee Paralegal Justice Award;
2. Sertifikat Pelatihan Paralegal;
3. 10 Peserta terbaik gratis Pelatihan Mediasi oleh Lembaga Mediasi Terakreditasi MA; dan
4. Penghargaan Pemerintah Daerah Terbaik dalam pelaksanaan PJA 2024. 

BPIP

Medali dan Piagam
Anubhawa Sasana Jagaddhita
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